
 
 

 
 

 

 

BUPATI NUNUKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR  13  TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGELOLA 

ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan terlaksananya 

pengelolaan dan pengembangan sumber daya 
Islam, pengkajian, informasi dan budaya Islam 
yang berdasarkan syari’ah Islam di Kabupaten 

Nunukan oleh Badan Pengelola Islamic Center 
Kabupaten Nunukan, perlu dukungan pendanaan 

yang memadai; 
b. bahwa Badan Pengelola Islamic Center adalah 

lembaga non struktural Pemerintah Kabupaten 

Nunukan dibidang pengelolaan dan pengembangan 
Islam, yang baru terbentuk tahun 2016, sehinga 
masih membutuhkan dukungan biaya operasional 

dari Pemerintah Daerah; 
c. bahwa untuk kelancaran pemberian dukungan 

biaya operasional, maka Badan Pengelola Islamic 
Center Kabupaten Nunukan perlu dikecualikan 
dari ketentuan tidak dapat diberikan secara terus 

menerus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 
Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial  yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Islamic 
Center Kabupaten Nunukan; 

 
 

 

SALINAN 



 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 2727); 

2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04); 

  

  
  
  

 
 

 
 

 



 
 

MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN 

PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN 
NUNUKAN. 

 

 
Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan (Berita 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 7), diubah menjadi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 33 

 

(1) Pembiayaan investasi, pemeliharaan konstruksi, bangunan dan 

pemeliharaan yang berskala besar dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan 

pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola diperoleh dari 

bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Nunukan, perolehan Infaq dan hasil pemanfaatan sarana dan 

prasarana serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(3) Biaya operasional pengelolaan Islamic Center dilakukan secara 

mandiri dan profesional oleh Badan Pengelola melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola. 

(4) Apabila Anggaran Badan pengelola belum mampu untuk membiayai 

operasional pengelolaan Islamic Center sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui hibah. 

(6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

diberikan secara terus menerus sampai dengan biaya operasional 

Badan Pengelola dapat dilakukan secara mandiri dan profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

 

 

Ditetapkan di Nunukan 
pada tanggal 20 April 2017 
 

BUPATI NUNUKAN, 

 

             ttd 

 

ASMIN LAURA HAFID 

 
 

Diundangkan di Nunukan 
pada tanggal 20 April 2017 
 
 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
                      ttd 

            TOMMY HARUN 
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


